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TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Jaminan Kesehatan Nasional
2.1.1 Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial
yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga
mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Unsur-unsur penyelenggaraan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi:

1. Regulator yang meliputi berbagai kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian
Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam
Negeri, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

2. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah seluruh penduduk Indonesia,
termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah
membayar iuran.

3. Pemberi Pelayanan Kesehatan
Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah seluruh fasilitas layanan kesehatan primer (Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama) dan rujukan (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut).

4. Badan Penyelenggara
Badan Penyelenggara adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program
jaminan kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

2.1.2 Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional
Prinsip Prinsip Penyelenggaraan Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengacu pada
prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu :



1. Kegotongroyongan
Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), prinsip gotong royong berarti peserta yang
mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit.
Hal ini terwujud karena kepesertaannya bersifat wajib untuk seluruh penduduk.

2. Nirlaba
Dana yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS
Kesehatan) adalah dana amanah yang dikumpulkan dari masyarakat secara nirlaba bukan
untuk mencari laba (for profit oriented). Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-
besarnya kepentingan peserta.

3. Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari
iuran peserta dan hasil pengembangannya.

4. Portabilitas
Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang
berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepesertaan bersifat wajib
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat
terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap
disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan
penyelenggaraan program.

6. Dana Amanah
Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan
penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut
untuk kesejahteraan peserta.

7. Hasil pengelolaan dana
Jaminan Sosial Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk
sebesar-besar kepentingan peserta.

2.1.3 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

Menurut Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Manfaat Jaminan

Kesehatan adalah jaminan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan



promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2.2.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No. 24 Tahun
2014).
2.2.2 Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai
berikut:
a. Melakukan dan/ atau menerima pendaftaran peserta;

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;

c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;

d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;

f. Membayarkan Manfaat dan/ atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan

ketentuan program jaminan sosial; dan
g. Memerikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta
dan masyarakat.
2.2.3 Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai
berikut:

a. Menagih pembayaran luran;

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana,
dan hasil yang memadai;

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam
memnuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan

sosial nasional;



Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas
kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang yang ditetapkan oleh Pemerintah;
Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

Mengenakan sanksi asministratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi
kewajibannya;

Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya
dalam membayar luran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan

Sosial.

2.2.4 Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

a.

b.

Memperoleh dana operasional untuk menyelenggarakan program yang bersumber dari
Dana Jaminan Sosial dan/ atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari
DJSN setiap 6 (enam) bulan.

2.2.5 Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai

berikut:

a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta;

b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya
kepentingan peserta;

c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai Kinerja,
kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;

d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional;

e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti

ketentuan yang berlaku;



f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan
memenuhi kewajibannya;

g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan
pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pension 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun;

I.  Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku
umum;
J. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam
penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6
(enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
2.3 Puskesmas
2.3.1 Pengertian Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan
upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat
pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta
pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama berkesinambungan pada masyarakat yang bertempat
tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Mubarak, 2012: 182)

2.3.2 Tugas dan Fungsi Puskesmas
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, puskesmas memiliki fungsi:
1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah
kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:
a. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat

dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;



b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam
bidang kesehatan;

d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan
pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan
wilayah dan sektor lain terkait;

e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;

f. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Puskesmas;

g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

h. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan
masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan
spiritual,

i. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan
Pelayanan Kesehatan;

j. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon
penanggulangan penyakit;

k. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan

I. Melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah
sakit di wilayah kerjanya,

2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah
kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis,
psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan
setara;

b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan

preventif;



c. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada
keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

d. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan,
keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;

e. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter
dan antar profesi;

f. Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan
Kesehatan;

h. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Puskesmas;

I. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan

j. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah
kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Prinsip Puskesmas
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, Puskesmas mempunyai beberapa prinsip dalam menyelenggarakannya, Prinsip

Puskesmas antara lain :

a. Prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud Puskesmas mendorong seluruh pemangku
kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang
dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat.

b. Prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana , Puskesmas menggerakkan dan
bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

c. Prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana Puskesmas mendorong kemandirian hidup
sehat bagi individu,keluarga, kelompok, dan masyarakat.

d. Prinsip  ketersediaan  akses  pelayanan  kesehatan  sebagaimana,Puskesmas
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh
masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi,

agama, budaya, dan kepercayaan.



e. Prinsip teknologi tepat guna sebagaimana,Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan,
mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

f. Prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana Puskesmas mengintegrasikan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta
melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

2.4 Pelayanan Farmasi di Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas, maka standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi standar:
1. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan

pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan,

penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan
evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan

Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional,

meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi

manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

a. Perencanaan Kebutuhan
Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis
Pakai untuk menentukan jenis dan jumlah Sediaan Farmasi dalam rangka pemenuhan
kebutuhan Puskesmas. Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan:
a) Perkiraan jenis dan jumlah Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang

mendekati kebutuhan

b) Meningkatkan penggunaan Obat secara rasional
¢) Meningkatkan efisiensi penggunaan Obat

b. Permintaan
Permintaan dilakukan dengan menyediakan data pemakaian Obat dengan menggunakan
Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang dibuat oleh
Puskesmas. Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah

setempat.



Selanjutnya Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan melakukan kompilasi dan analisa

terhadap kebutuhan Sediaan Farmasi Puskesmas di wilayah Kkerjanya, menyesuaikan

pada anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan obat, buffer

stock, serta menghindari stok berlebih.

Penerimaan

Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan dalam

menerima sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dari Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan

permintaan yang telah diajukan. Tujuannya adalah agar sediaan farmasi yang diterima

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas, dan

memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan

pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar

dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar mutu sediaan farmasi yang tersedia

di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pendistribusian

Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan

pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara merata

dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan

jaringannya.

Pemusnahan dan Penarikan

Penarikan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya

dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan Farmasi dan Bahan Medis

Habis Pakai bila:

1) Produk tidak memenuhi persyaratan mutu

2) Telah kadaluwarsa

3) Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau
kepentingan ilmu pengetahuan; dan/atau

4) Dicabut izin edarnya.



g. Pengendalian

Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan untuk

memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program

yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat

di unit pelayanan kesehatan dasar.

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan
kesehatan dasar. Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari:

1) Pengendalian persediaan;

2) Pengendalian penggunaan; dan

3) Penanganan Sediaan Farmasi hilang, rusak, dan kadaluwarsa.

h. Pencatatan, Pelaporan, dan Pengarsipan
Administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan
dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, baik sediaan farmasi

dan bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di

puskesmas atau unit pelayanan lainnya

i. Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai

dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk:

1) Mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan
farmasi dan bahan medis habis pakai sehingga dapat menjaga kualitas maupun
pemerataan pelayanan;

2) Memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis
habis pakai; dan

3) Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan.

2. Pelayanan Farmasi Klinik.
Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan
bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Pelayanan farmasi klinik bertujuan untuk:
1) Meningkatkan mutu dan memperluas cakupan Pelayanan Kefarmasian di

Puskesmas.



2) Memberikan Pelayanan Kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan
dan efisiensi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.
3) Meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang
terkait dalam Pelayanan Kefarmasian.
4) Melaksanakan kebijakan Obat di Puskesmas dalam rangka meningkatkan
penggunaan Obat secara rasional
2.5 Kepuasan Pasien
2.5.1 Pengertian Kepuasan Pasien
Kepuasan pasien adalah perasaan senang atau kecewa seorang pasien yang muncul setelah
membandingkan antara kesan terhadap hasil dan harapan-harapannya. Apabila hasil yang
dirasakan pasien sama atau melebihi harapannya, maka akan timbul perasaan puas dan begitu
pula sebaliknya (Kotler, 2007).
2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien
Faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien (Simatupang, 2008)

a. Pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang akan diterima, dalam hal ini aspek
komunikasi memegang peranan penting.

b. Sikap empati yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan. Sikap ini akan menyentuh emosi
pasien. Faktor ini akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pasien (compliance).

c. Biaya (cost), tingginya pelayanan dapat dianggap sebagai sumber moral pasien dan
keluargannya, “yang penting sembuh” sehingga menyebabkan mereka menerima saja jenis
perawatan dan teknologi yang ditawarkan petugas kesehatan. Akibatnya, biaya perawatan
menjadi mahal. Informasi terbatas yang dimiliki pihak pasien dan keluarganya tentang
perawatan yang diterima dapat menjadi sumber keluhan pasien. Sistem asuransi kesehatan
dapat mengatasi masalah biaya kesehatannya.

d. Penampilan fisik (kerapian) petugas, kondisi kebersihan dan kenyamanan ruangan
(tangibillty).

e. Jaminan keamanan yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan (assurance), ketepatan jadwal
pemeriksaan, dan kunjungan dokter juga termasuk faktor ini.

f. Keandalan dan keterampilan (reliability) petugas kesehatan dalam memberi perawatan.

0. Kecepatan petugas dalam memberi tanggapan terhadap keluhan pasien (responsiveness).



Faktor kepuasan pasien harus disertai dengan pemantauan terhadap kebutuhan (Pohan,
2007):
a. Kehandalan (reability) adalah kemampuan petugas untuk melaksanakan pelayanan dengan
cepat dan tepat kepada pasien
b. Ketanggapan (responsiveness) adalah kemampuan petugas untuk membantu pasien
memenuhi kebutuhannya
c. Kemampuan (assurance) adalah pengetahuan dan kemampuan petugas untuk
menimbulkan kepercayaan pasien
d. Empati (emphaty) adalah perhatian dan sikap peduli yang diberikan oleh petugas kepada
semua pasien tanpa memandang status sosial pasien.
e. Fasilitas/Berwujud (tangible) adalah kerapihan, kebersihan petugas termasuk kebersihan,
kerapihan dan kenyamanan ruang perawatan.
2.5.3 Aspek yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien
Penilaian Pasien terhadap pelayanan berasal dari pengalaman pasien, dapat diartikan sebagai
tindakan dari petugas kesehatan yang pernah memberikan pelayanan oleh pasien saat berobat.
Aspek-aspek yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien (Pohan, 2003)

a. Kesembuhan

b. Ketersediaan obat

c. Petugas melayani pasien dengan sopan dan ramah

d. Petugas melayani dengan pasien dengan cepat dan tepat
e. Memberikan informasi obat dengan tepat dan benar

f. Pasien diberi kesempatan untuk bertanya

g. Pasien merasa diperhatikan oleh petugas kesehatan

h. Ruangan tertata rapih dan bersih
2.5.4 Metode Pengukuran Kepuasan
Menurut Nasution (2004) dalam Sudibyo (2014: 35-37), metode pengukuran kepuasan
dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:
a. Sistem Keluhan dan Saran
Setiap perusahaan perlu memberikan kesempatan bagi pelanggannya untuk menyampaikan
saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan meliputi: kotak saran yang

diletakkan ditempat-tempat strategis (mudah dijangkau atau yang sering dilewati



pelanggan), menyediakan kartu komentar, menyediakan saluran telepon khusus, dan lain-
lainnya.
b. Survei Kepuasan
Survei kepuasan dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei, dapat melalui pos,
telepon, maupun wawancara.
2.6 Karakteristik Pasien
Menurut Hidayah (2016) Karakteristik pasien dapat dilihat dari beberapa jenis yaitu:
a. Usia
Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Pada umumnya
kualitas hidup menurun dengan meningkatnya umur.
b. Jenis Kelamin
Jenis kelamin atau gender adalah pembagain peran kedudukan, dan tugas antara laki-laki
dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-
laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma dan adat istiadat, kepercayaan, atau
kebiasaan masyarakat.
c. Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat
dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri.
d. Pekerjaan
Pekerjaan adalah merupakan sesuatu kegiatan atau aktifitas seseorang yang bekerja pada
orang lain atau instasi, kantor, perusahaan untuk memperoleh penghasilan yaitu upah atau

gaji baik berupa uang maupun barang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.



2.7 Kerangka Konseptual
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
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Modifikasi Teori Simatupang (2008) dan Pohan (2007)



